BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pengawasan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap Peningkatan

Pembangunan Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Figh

Siyasah Syar’iyyah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pengawasan DPD RI terhadap pembangunan desa tertinggal di
Provinsi Bengkulu tidak hanya dilandasi olen amanat konstitusi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945, melainkan juga
memiliki dimensi moral, filosofis, dan religius. Fungsi pengawasan DPD
RI dilaksanakan untuk memastikan agar kebijakan pembangunan desa
benar-benar berpihak kepada masyarakat bawah, serta tidak menyimpang
dari tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi
kesenjangan antarwilayah. Praktik penelitian ini juga menemukan adanya
kendala yang cukup signifikan, antara lain keterbatasan kewenangan
konstitusional DPD yang bersifat rekomendatif, lemahnya kapasitas
pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, birokrasi yang
berbelit, serta keterbatasan data pembangunan desa. Faktor-faktor
tersebut menyebabkan efektivitas pengawasan DPD RI seringkali tidak
maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran
pengawasan DPD RI merupakan instrumen penting untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan desa tertinggal, sekaligus mencerminkan
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fungsi pengawasan dalam kerangka siyasah syar’iyyah. Namun, agar
peran tersebut lebih berdampak, dibutuhkan penguatan kelembagaan,
dukungan politik, serta komitmen kolaboratif dari seluruh pemangku
kepentingan.

2. Dalam perspektif Figh Siyasah Tanfidziah, fungsi pengawasan DPD RI
dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip hisbah, yakni mekanisme
pengawasan untuk menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berada
dalam Kkoridor keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Hal ini sejalan
dengan prinsip al-ri‘ayah [i masalih al-ummah (pemeliharaan atas
kemaslahatan umat) yang menekankan kewajiban negara untuk lebih
dahulu memperhatikan masyarakat lemah (al-mustadh afin). Dengan
demikian, peran DPD RI dalam mengawasi pembangunan desa tertinggal
tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga mengandung makna syar’i
karena berorientasi pada nilai keadilan distributif (al-‘adl) dan
kemanfaatan umum (al-maslahah al- ‘ammah).

B. Saran
Berdasarkan  temuan  penelitian, penulis mengajukan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi DPDRI
Diperlukan penguatan fungsi pengawasan dengan mendorong adanya
mekanisme hukum yang lebih mengikat atas rekomendasi yang
disampaikan, sehingga pemerintah pusat maupun daerah tidak sekadar

menerima, tetapi juga wajib menindaklanjuti. Selain itu, DPD perlu
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meningkatkan intensitas kunjungan kerja ke desa-desa tertinggal agar
pengawasan lebih berbasis pada realitas lapangan. DPD RI perlu
meningkatkan pendampingan advokasi terhadap setiap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Desa maupun
peningkatan fungsi dari DPD itu sendiri. DPD RI masih ternilai feminim
dalam setiap kebijakan dan pengawasan dikarenakan terbatasnya
wewenang dari lembaga itu sendiri, sehingga ini diperlukan adanya
perombakan fungsi dan wewenang DPD Republik Indonesia. Perlunya
penguatan kelembagaan dengan penambahan jumlah Anggota DPD dari
masing-masing provinsi, dengan mengikuti ketentuan pasal 22 C Ayat 2
UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Anggota DPD tidak melebihi
sepertiga jumlah Anggota DPR.
Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan lebih
responsif terhadap rekomendasi DPD RI dengan mengintegrasikannya
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJIMD dan
RKPD. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga harus
diperkuat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada
masyarakat lapisan bawah.
Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan harmonisasi
regulasi yang memperkuat peran DPD RI dalam pengawasan

pembangunan desa tertinggal. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi
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undang-undang atau peraturan turunan yang menegaskan kewajiban
pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi DPD.
Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa tertinggal perlu lebih proaktif dalam
menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam  pengawasan
pembangunan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan
DPD RI akan memperkuat kontrol sosial sehingga pembangunan lebih
tepat sasaran.
Bagi Kajian Akademik Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas fokus tidak
hanya pada aspek pengawasan, tetapi juga pada efektivitas rekomendasi
DPD RI dalam memengaruhi kebijakan pembangunan desa tertinggal.
Kajian komparatif antarprovinsi juga diperlukan untuk melihat sejauh
mana peran pengawasan DPD berhasil atau terkendala dalam konteks yang

berbeda.
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